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ABSTRAK

Padli Arifin (10120308)” Analisis Sengketa Perjanjian Kerjasama Perdagangan
Hasil Laut Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar “. Prodi IImu
Hukum Pakultas Ilmu Sosial, IImu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat Di
Bimbing Oleh Ika Novitasari, S.H.,M.H Sebagai Pembimbing | Dan Sulaeman,
S.H.,M.H Sebagai Pembimbing 11

Penelitian ini berjudul “Analisis Sengketa Perjanjian Kerjasama
Perdagangan Hasil Laut di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali
Mandar” yang bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab timbulnya
sengketa serta bentuk penyelesaiannya berdasarkan hukum perdata.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sengketa perjanjian kerjasama perdagangan
hasil laut di Kecamatan Binuang umumnya disebabkan oleh wanprestasi,
ketidaksesuaian pelaksanaan isi perjanjian, serta rendahnya pemahaman
hukum para pihak. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui
jalur nonlitigasi seperti musyawarah dan mediasi yang mengedepankan
asas kekeluargaan, sementara jalur litigasi digunakan apabila kesepakatan
damai tidak tercapai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan
perjanjian secara tertulis dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat
pesisir guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan
kerja sama perdagangan hasil laut.

Kata Kunci: Sengketa, Perjanjian Kerjasama, Perdagangan Hasil Laut Kecamatan
Binuang



BAB 1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya laut yang
melimpah, yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional,
khususnya melalui sektor perdagangan hasil laut. Salah satu wilayah yang potensial
dalam sektor ini adalah Kecamatan Binuang, yang dikenal dengan aktivitas
perikanannya dan hasil laut yang melimpah. Dalam konteks pengembangan ekonomi
lokal, kerjasama perdagangan hasil laut antara pelaku usaha perikanan dan pihak-
pihak lain seperti pedagang, koperasi, hingga pelaku industri pengolahan, menjadi
hal yang penting untuk menunjang kelancaran distribusi hasil tangkapan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
tersebut. Sengketa yang muncul umumnya berkaitan dengan pelanggaran
kesepakatan, seperti wanprestasi, ketidaksesuaian volume atau kualitas hasil laut,
hingga persoalan pembayaran dan distribusi keuntungan. Sengketa ini tidak hanya
merugikan salah satu pihak, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi lokal
dan merusak hubungan dagang yang telah terjalin. Menurut Rahardjo, penyebab
utama sengketa dalam perjanjian adalah lemahnya pemahaman hukum kontrak dan
tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan isi perjanjian. Menurut Rahardjo,
penyebab utama sengketa dalam perjanjian adalah lemahnya pemahaman hukum
kontrak dan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan isi perjanjian. Hal ini

dapat dilihat pada kasus sengketa antara PT A dan CV B dalam



perjanjian kerja sama pengadaan barang. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah
pihak sepakat mengenai jadwal pengiriman dan spesifikasi material yang harus
disediakan oleh CV B. Namun, dalam pelaksanaannya, CV B terlambat mengirim
barang dan kualitas material yang disuplai tidak sesuai dengan kesepakatan. PT A
merasa dirugikan karena keterlambatan tersebut menyebabkan proyek pembangunan
terhambat, sementara CV B berdalih bahwa isi kontrak tidak menjelaskan secara
rinci mengenai sanksi atas keterlambatan maupun tolok ukur kualitas material.
Sengketa ini kemudian berlanjut ke ranah hukum karena tidak adanya kejelasan
dalam redaksi perjanjian yang dapat dijadikan dasar penyelesaian. Kasus ini
mencerminkan bagaimana lemahnya pemahaman terhadap aspek hukum kontrak
serta minimnya kepastian hukum dalam perjanjian dapat berujung pada konflik yang

merugikan kedua belah pihak. *

Perjanjian dalam konteks perdagangan hasil laut memiliki kedudukan penting
karena menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan teori kontrak
yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini , perjanjian adalah suatu janji yang
mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, dan pelanggaran terhadapnya
dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk gugatan ke pengadilan®. Di sisi lain,
Marzuki menjelaskan bahwa dalam masyarakat pesisir atau daerah yang belum kuat
secara kelembagaan, praktik-praktik perjanjian sering dilakukan secara informal dan

tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga memicu tingginya risiko perselisihan

'Rahardjo, S. Hukum dan Perubahan Sosial.( Yogyakarta: Genta Publishing 2017)

him. 120
2 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak
dalam Perjanjian, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), him. 14.



Marzuki menjelaskan bahwa dalam masyarakat pesisir atau daerah yang belum kuat
secara kelembagaan, praktik-praktik perjanjian sering dilakukan secara informal dan
tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga memicu tingginya risiko perselisihan®
Contohnya dapat dilihat pada kasus sengketa antara nelayan lokal di Kecamatan
Binuang dengan seorang pengusaha pengepul hasil laut. Awalnya, terjadi
kesepakatan lisan bahwa nelayan akan menjual seluruh hasil tangkapan mereka
secara eksklusif kepada pengepul tersebut dengan imbalan modal awal berupa bahan
bakar dan alat tangkap. Namun, karena kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk
tertulis, terjadi perbedaan tafsir mengenai harga beli hasil laut dan sistem bagi hasil.
Ketika pengepul menetapkan harga yang dianggap terlalu rendah, para nelayan
menolak untuk menjual hasil tangkapan mereka, yang kemudian memicu konflik
dan pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak. Ketiadaan dokumen perjanjian
yang sah membuat penyelesaian sengketa menjadi sulit, karena tidak ada acuan
hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kasus ini
menggambarkan bagaimana lemahnya dokumentasi dan legalitas dalam perjanjian di
daerah pesisir dapat menyebabkan ketidakpastian dan rawan perselisihan,

sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika disandingkan dengan kenyataan
bahwa tidak semua pelaku usaha memahami aspek-aspek hukum dalam perjanjian
kerjasama. Menurut penelitian oleh Hafid & Wahid , rendahnya literasi hukum di

kalangan pelaku usaha kecil di sektor perikanan menjadi salah satu pemicu utama

3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him.
137.



munculnya konflik dalam perjanjian dagang. Tanpa kontrak yang disusun dengan
prinsip kejelasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum, maka kerjasama yang

semula bersifat produktif dapat berubah menjadi sumber konflik.

konteks Kecamatan Binuang, permasalahan sengketa perjanjian perdagangan hasil
laut memerlukan perhatian khusus, mengingat pentingnya sektor ini bagi
perekonomian lokal dan ketergantungan masyarakat terhadap hasil laut sebagai
sumber penghidupan. Kajian hukum terhadap sengketa ini penting dilakukan untuk
mengetahui bentuk, penyebab, dan penyelesaian hukum yang tepat guna
mewujudkan kerjasama yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan
pandangan sutedi yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam hubungan
keperdataan, termasuk kontrak dagang, merupakan fondasi penting dalam

menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha.*

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur
perjanjian dan penyelesaian sengketa. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas
kebebasan berkontrak, di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan
dasar hukum bagi mekanisme penyelesaian non-litigasi. Namun, realitas di lapangan
menunjukkan bahwa regulasi ini belum banyak diakses oleh masyarakat pesisir

karena keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap lembaga hukum

“sutedi.A, Hukum Perjanjian. (Jakarta: Sinar Grafika 2019),hlm. 19



Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum perdata yang
mengatur hubungan antar individu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, Pasal 1320 KUH Perdata
menentukan syarat sah perjanjian, yaitu: (a) sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya, (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (c) suatu hal tertentu, dan (d)
suatu sebab yang halal.®> Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian

dianggap sah dan mengikat para pihak.

Asas penting yang melekat dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan
berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak
untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan mereka, asalkan tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan®. Dalam praktik
perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang, asas kebebasan berkontrak ini sering
diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisan. Namun, perjanjian lisan yang tidak
dituangkan dalam kontrak tertulis menimbulkan persoalan serius terkait kepastian

hukum dan pembuktian.

Selain asas kebebasan berkontrak, terdapat pula asas itikad baik yang diatur
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini menekankan bahwa pelaksanaan
perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran dan sikap saling percaya. Akan tetapi,
fenomena di Binuang menunjukkan bahwa asas itikad baik sering diabaikan,

misalnya ketika pengepul menetapkan harga sepihak atau nelayan menjual hasil

® KUH Perdata, Pasal 1320.
® KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (1).



tangkapan kepada pihak lain meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dalam teori hukum kontrak modern, dikenal pula konsep wanprestasi, yaitu
kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah
diperjanjikan. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa: (a) tidak
melaksanakan apa yang dijanjikan, (b) melaksanakan tetapi tidak sesuai isi
perjanjian, (c) terlambat melaksanakan, atau (d) melakukan sesuatu yang dilarang
dalam perjanjian. Dalam konteks perdagangan hasil laut di Binuang, semua bentuk

wanprestasi ini dapat ditemukan dalam praktik sehari-hari.

Dalam praktik perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang, bentuk
wanprestasi tersebut nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyak
nelayan yang mengalami kerugian karena pengepul tidak melaksanakan
kewajibannya membayar harga sesuai kesepakatan awal. Hal ini merupakan bentuk
wanprestasi berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Ada pula situasi ketika
pengepul membeli hasil tangkapan dengan harga yang lebih rendah dari yang telah
disepakati dengan alasan kualitas ikan menurun, padahal kesepakatan awal tidak
mencantumkan klausul tentang penurunan harga. Kondisi ini dapat dikategorikan

sebagai wanprestasi berupa melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian.”’

Selain itu, keterlambatan pembayaran merupakan persoalan klasik yang hampir
selalu muncul. Banyak pengepul menunda pembayaran dengan dalih keterbatasan
modal atau menunggu hasil penjualan ke pasar yang lebih luas. Padahal, nelayan
sangat bergantung pada pembayaran tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Situasi ini jelas termasuk bentuk wanprestasi berupa terlambat melaksanakan

kewajiban?. Tidak jarang pula muncul kasus di mana nelayan yang sudah menerima

" Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, him.
112.
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bantuan modal dari pengepul justru menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain
demi memperoleh harga yang lebih tinggi. Tindakan ini merupakan bentuk
wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, karena

melanggar kesepakatan eksklusif antara nelayan dan pengepul®

Berbagai bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan betapa rapuhnya hubungan
hukum dalam perdagangan hasil laut di Binuang. Ketiadaan kontrak tertulis
memperparah keadaan, karena ketika sengketa terjadi, tidak ada dokumen yang
dapat dijadikan alat bukti yang kuat di hadapan hukum. Akibatnya, penyelesaian
sengketa sering kali hanya mengandalkan mekanisme musyawarah dan
kekeluargaan, yang meskipun sesuai dengan budaya lokal, namun tidak selalu

menjamin tercapainya keadilan substantif.’

Dalam perspektif hukum kontrak modern, wanprestasi tidak hanya menimbulkan
kerugian materiil, tetapi juga dapat melahirkan konsekuensi hukum berupa
kewajiban ganti rugi, pemutusan perjanjian, atau bahkan sanksi hukum lainnya
Namun, di Binuang, konsekuensi hukum tersebut jarang ditegakkan karena
lemahnya literasi hukum masyarakat pesisir dan dominannya praktik penyelesaian
non-formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara

norma hukum positif dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Penelitian mengenai sengketa perjanjian Kerjasama perdagangan hasil laut di
kecamatan binuang tiadk hanya relevan untuk mengunggkap bentuk-bentuk
wanprestasi yang terjadi, tetapi juga penting untuk mrnganalisis bagaimana
mekanisme penyelesaian sengketa dapat diperkuat agar memberikan perlindungan

hukum yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya nelayan

8Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, him. 134.
® Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, him. 178.



Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut
mengenai permasalahan sengketa perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut yang
terjadi di Kecamatan Binuang, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap faktor
penyebab sengketa serta bentuk penyelesaiannya. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap penguatan aspek legal dalam hubungan dagang
masyarakat pesisir, serta menjadi referensi dalam penyusunan perjanjian yang adil

dan mengikat secara hukum.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Apa saja factor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa dalamperjanjian

Kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian Kerjasama perdangangan hasil laut di

Kecamatan Binuang?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama
perdagangan hasi laut di Kecamatan Binuang

4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor terjadinya sengketa dalam
perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama

perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang.

Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat  memenuhi dua Ssisi

kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:



1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum kontrak
dan penyelesaian sengketa perjanjian. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi
ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak yang tertarik mempelajari

perjanjian kerjasama dalam sektor perdagangan hasil laut..

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi masyarakat,
pelaku usaha, dan pihak pemerintah daerah dalam memahami pentingnya
penyusunan perjanjian yang jelas dan sah secara hukum. Selain itu, penelitian ini
juga dapat membantu para pihak dalam mencari solusi penyelesaian sengketa secara

efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Sengketa
Perjanjian Kerjasama Perdagangan Hasil Laut di Kecamatan Binuang, dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab sengketa dalam perjanjian kerjasama perdagangan hasil
laut di Kecamatan Binuang antara lain adalah kurangnya pemahaman para
pihak terhadap hukum perjanjian, tidak adanya perjanjian tertulis yang sah, dan
rendahnya itikad baik dalam pelaksanaan kewajiban. Bentuk wanprestasi yang
sering muncul meliputi keterlambatan pembayaran, pelaksanaan yang tidak
sesuai dengan isi perjanjian, serta pengingkaran terhadap kesepakatan. Faktor
lain seperti ketidakseimbangan posisi tawar antara nelayan dan pengepul juga
memperparah terjadinya sengketa dan menimbulkan kerugian bagi salah satu
pihak.

2. Penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di
Kecamatan Binuang pada umumnya dilakukan melalui jalur nonlitigasi, yaitu
musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh aparat desa atau tokoh
masyarakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Cara ini dinilai lebih
efektif karena mampu menjaga hubungan baik antar pihak dan menghindari
biaya tinggi serta waktu yang lama seperti dalam proses litigasi di pengadilan.
Namun, untuk mencegah sengketa di masa mendatang, disarankan agar setiap
perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis dengan mencantumkan klausul
penyelesaian sengketa, serta diiringi peningkatan pemahaman hukum kontrak

bagi para pelaku usaha perikanan.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

A. Bagi para pelaku usaha perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang,
disarankan agar setiap perjanjian kerja sama dibuat secara tertulis dan memuat
ketentuan yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan kedua

belah pihak, serta mengurangi potensi timbulnya wanprestasi di kemudian hari.

B. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat memberikan
penyuluhan dan pendampingan hukum bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan
pengepul, agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perjanjian dan
mekanisme penyelesaian sengketa. Peningkatan literasi hukum dan pembinaan
kelembagaan ekonomi lokal akan membantu menciptakan iklim kerja sama yang lebih

adil, transparan, dan berkelanjutan dalam perdagangan hasil laut.
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